BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Upah yang tak berlandaskan kebutuhan riil jurnalis akan berdampak pada
independensi. Upah dalam hal ini seharusnya menjadi salah satu hal yang patut
ditinjau sebelum dituntutnya jurnalis yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Tapi, apa yang terjadi, upah dihitung menggunakan asumsi yang seragam, padahal
kebutuhan riil setiap orang dan profesi berbeda-beda. Apalagi jika menggunakan
perspektif perusahaan yang hanya ingin mengambil keuntungan sebanyak-

banyaknya.

Juga independensi bukanlah hal yang mudah untuk dikodifikasi sehingga
masih menimbulkan wilayah abu-abu alih-alih hanya hitam dan putih. Perdebatan
para jurnalis sebagai agen tentang independensi adalah wajar adanya karena mereka
mempertimbangkan realitas objektif yang mendesaknya. Perdebatan ini

berlangsung di ranah (field) para jurnalis melakukan aktivitasnya.

Di saat terdesak dengan kebutuhan dan tuntutan inpendensi, jurnalis akan
memaknai ulang independensi dan berperilaku berlandaskan itu. Pemaknaan ulang
dan perilaku baru itu jika diulang-ulang akan menjadi realitas objektif yang baru.
Makanya, dalam lingkungan informan, “amplop” dianggap bisa diterima bahkan itu
adalah penghasilan tambahan. Juga walaupun "amplop" tak lagi diterima, namun

masih ada tugas yang tidak bisa ditolak oleh jurnalis walaupun itu melanggar



konsep independensi yang dibangun sendiri olehnya. Jika ini terulang dan

menyebar ke lingkungan yang lebih besar dan umum, maka itulah yang berlaku.

Maka kesimpulan untuk penelitian ini adalah:

a. Jurnalis di Provinsi Gorontalo memaknai independensi sebagai standar

etik yang bermakna "tidak adanya intervensi®.

b. Upah yang jurnalis Provinsi Gorontalo terima tidak didasarkan pada
kebutuhan riil jurnalis. Karenanya membuat jurnalis harus mencari penghasilan lain

di luar upah, walaupun itu harus melanggar konsep independensi miliknya sendiri.

c. Persepsi jurnalis terhadap upah yang mereka terima tidak mencukupi dan
mereka bersikap dengan membuat strategi mencari pengasilan tambahan di luar

upah.

5.2. Saran

Maka saran yang bisa peneliti berikan ada 3 hal:

a. Kepada pihak-pihak berwenang, perumusan upah seharusnya dilandaskan pada
kebutuhan riil pekerja dalam hal ini jurnalis dengan mempertimbangkan

meningkatnya profesionalitas.

b. Kepada para pemilik media agar memberikan deskripsi tugas yang tidak
mengancam independensi jurnalisnya. Seperti, tidak menugasi jurnalisnya mencari

iklan dan kontrak.



c. Kepada para jurnalis, pemaknaan ulang independensi lakukan dengan kritis agar

ambiguitas konsep independensi yang dimaknai bisa terhindarkan.
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